SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN
KEWENANGAN BUPATI KEPADA SEKRETARIS DAERAH TENTANG
PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN MUTASI, PENGANGKATAN

DAN PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA

Menimbang :

Mengingat

: 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

bahwa untuk kepentingan Dinas dalam pelayanan bidang
kepegawaian, maka perlu mencabut Peraturan Bupati Nomor
01 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan
Bupati Kepada Sekretaris Daerah tentang Penandatanganan
Surat Keputusan Mutasi, Pengangkatan Dan Pemberhentian

Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4937);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);



3.

10.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Aparatur Sipil Negara;

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);



11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten
Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016
Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017
tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulau
Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017
Nomor 2);

Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Reformasi Birokrasi dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau
Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR

1

TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN

KEWENANGAN BUPATI KEPADA SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PENANDATANGANAN
SURAT KEPUTUSAN MUTASI, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA.



Pasal 1
Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian
Sebagian Kewenangan Bupati Kepada  Sekretaris Daerah tentang
Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi, Pengangkatan Dan
Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai

Tahun 2019 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau

Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 52

Satinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALABAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAINIAN BASRI, SH
NiP-197606062011011003




